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Belanja Pegawai - THR ASN Bulukumba Mulai Diproses, Ini Jadwal Pencairannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar: https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/18/thr-asn-bulukumba-mulai-diproses-ini-

jadwal-pencairannya/  

 

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mulai diproses. Rencananya akan mulai dibayarkan paling 

cepat 10 hari kerja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. 

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulukumba, Andi 

Irma Damayanti mengungkapkan bahwa THR 2024 diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2024 tentang pemberian THR pada 13 Maret 2024. 

"Sesuai aturan (pencairan THR) paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya," ungkap 

Andi Irma saat dikonfirmasi RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, Senin, 18 Maret 2024. 

Andi Irma mengungkapkan bahwa pihaknya harus menyiapkan 27 hingga 30 miliar 

untuk membayarkan THR seluruh ASN Lingkup Pemkab Bulukumba. 

Saat ini, kata Andi Irma, pihaknya sudah mulai memproses tahapan pembayaran THR. 

"Kalau sudah tiba masanya, kita sisa menjalankan saja," tukasnya. 

Sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pencairan 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) akan dimulai pada 22 Maret 2024. Dia mengatakan ada sejumlah proses yang harus 

diselesaikan sebelum THR untuk para ASN cair. 
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"Saya harap ini bisa mendorong daya beli para ASN," kata Sri Mulyani dalam 

konferensi pers di kantornya, Jakarta, yang disiarkan langsung di stasiun tv nasional, pada 

Jumat, 15 Maret 2024. 

Sri Mulyani menjelaskan lini masa pencairan THR untuk para ASN. Dia mengatakan 

proses pencairan dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 

tentang pemberian THR pada 13 Maret 2024. 

Selanjutnya, akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknis 

terkait pembayaran THR ini. Dia mengatakan PMK itu masih dalam proses pembuatan. "Ini 

yang sedang diproses hari ini," kata dia. 

Sri Mulyani mengatakan selanjutnya pada 18 Maret 2024 akan dilakukan rekonsiliasi 

gaji untuk pembayaran THR oleh para satuan kerja. Sehari selanjutnya, giliran PT Taspen dan 

PT Asabri yang mengajukan tagihan untuk pembayaran THR bagi para pensiunan. 

Pada 21 Maret 2024, Kementerian Keuangan akan memulai droping dana ke PT Taspen 

dan PT Asabri. Selanjutnya pada 22 Maret 2024, Kemenkeu akan menerima pengajuan Surat 

Perintah Membayar dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, serta transfer ke rekening 

pensiunan. 

"Penyaluran THR dimulai setelah kami menerima pengajuan perintah membayar dan 

penerbitan pencairan dana," kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani berkata pemerintah akan menggelontorkan dana sebanyak Rp 48,7 triliun 

untuk membayar THR bagi para ASN, maupun anggota TNI dan Polri. THR tahun 2024 

dibayarkan 100%, tidak seperti pada masa pandemi Covid-19 yang terkena potongan. 

Sri Mulyani mengatakan pembayaran THR ini merupakan ucapan terima kasih dari 

pemerintah atas kerja ASN, TNI dan Polri selama ini. Dia berharap pembayaran THR ini juga 

dapat meningkatkan daya beli para ASN, sekaligus mendorong perekonomian Indonesia. 

"Pemerintah menyampaikan terima kasih bagi ASN, TNI, Polri yang sudah bekerja 

untuk menjalankan program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat," 

kata dia. 

Sementara mengenai besaran THR PNS 2024, tidak disebutkan secara langsung 

nominal yang akan diterima. Namun, PP 14/2024 pasal 11 ayat (3) menetapkan bahwa besaran 

THR akan mengikuti komponen penghasilan yang diterima pada bulan Maret 2024. 

Selain itu, teknis pemberian THR PNS 2024 juga diatur dalam PP 14/2024. 

Jika penghasilan PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), teknis pemberian akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
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Sedangkan jika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

teknisnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

Peraturan tersebut menjelaskan rinci mengenai komponen-komponen yang menjadi 

dasar pemberian THR, seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan maksimum yang diterima dalam 

satu bulan. 

Dengan demikian, pencairan THR PNS 2024 telah diatur secara rinci dalam PP 

14/2024, mencakup jadwal, besaran, dan teknis pemberiannya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://berita.news/2024/03/19/pemkab-jeneponto-pastikan-tpp-dan-thr-cair-sesuai-

jadwal-yang-di-tentukan/ 19 Maret 2024; 

2. https://makassar.tribunnews.com/2024/03/22/thr-asn-cair-akhir-maret-2024-pemkab-

jeneponto-siapkan-tembus-rp25-miliar 22 Maret 2024. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas 

jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 57 yang menyatakan: 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan 

untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala 

Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 
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(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 

belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 58 yang menyatakan: 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN 

dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan   

pertimbangan beban kerja, tempat   bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. 

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN 

setelah mendapat persetujuan Menteri. 

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah 

memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. 

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan   penghasilan bagi 

Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) 

dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan 

Menteri. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 141 yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran 

daerah. 
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(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) tidak  termasuk  pengeluaran  

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:  

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah. 

b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran 

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, 

dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; 

dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan 

wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal; 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 
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e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul 

PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan: 

1) besaran anggaran; 

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan   

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran 

secara periodik. 

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan 

wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik;  

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara 

unit organisasi bersifat khusus. 

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara 

dengan Bendahara Pengeluaran. 
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k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung 

jawab secara administratif dan fungsional.  

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat     

laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PA. 

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada 

unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada 

unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang 

bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan 

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada 

Bendahara Pengeluaran. 

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 

pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap 

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan  

langsung  dengan pelaksanaan APBD. 
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6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 

a. Angka 9 yang menyatakan, “Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana 

atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.” 

b. Angka 10 yang menyatakan, “Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar 

hukum yang melandasinya.” 

c. Angka 11 yang menyatakan, “Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD.” 

7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan: 

a. Belanja Pegawai 

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang   

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ 

anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan 

pada belanja SKPD sekretariat daerah. 

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada 

belanja SKPD Sekretariat DPRD. 

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. 

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, 

tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan 

anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan 

honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah. 

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. 
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7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau   

pertimbangan   objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut: 

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai 

ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai 

melampau beban kerja normal; 

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada     

pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah 

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai     

ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja 

yang memiliki resiko tinggi; 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada 

pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus 

dan langka; 

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai 

ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan 

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan 

dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat 

persetujuan Menteri. 

10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri   

yang   menyelenggarakan   urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi 

Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri. 


